WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 730 TAHUN 2022
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  pelaksanaan  kebijakan
penvederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Kendari;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada I[nstansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Kendari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [I Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5954);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
48281);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 68 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan  Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021
tentang Penvederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
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13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan  Pemerintahan Yang  Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran
Deierah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

14, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kendari (Lembaran Daersh Kota Kendari Tahun 2020
Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTARNG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KENDARI

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota

Kendari.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.

Badan Penanggulangan Bencana Daersh yang selanjutnva disingkat

BPBD adalah perangkat daerah Kota Kendari yang dibentuk dalam

rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat vang
disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan
dampak psikologis.

8. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau
dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum
pasti sebagai akibat dampak buruk bencana yang terjadi di daerah,

0. Evakuasi adalah pengungsian atau pemindahan penduduk dan
daerahdaerah yang berbahaya ke daerah yang amarn.

10. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana vang selanjutnya disingkat
Satlak PB adalah wadah vyang Dbersifat non struktural bagi
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Kendan,
vang berada di bawah dan bertanggung jawan kepada Walikota.

11. Sulb Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya dalam suatu satuan kerja.
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BAB II
KEDUDUEKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Hedudukan

Pasal 2

(1) BPBD merupakan unsur pelaksana tugas, fungsi, wewenang dan tanggung
jawab pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana.

{2) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(3) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat
oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi BPBD Kota Kendari terdiri atas :
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan
¢. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas :
a. Pejabat Pemerintah terkait; dan
b. Anggota masyarakat Profesional.

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri
atas :

. Kepala Pelaksana;

. Sekretariat Unsur Pelaksana:

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

Bidang Kedaruratan dan Logistik;

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas); dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
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BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan  pedoman dan pengarahan  terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan
setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggu
langan berdasarkan peraturan perundang-undangan .
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c. menyusun, menetapkan dan mengkonfirma.sikan peta rawan
bencana,

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Walikota setiap bulan sckali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;

. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain
yang sah dan tidak mengikat; dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuail dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai fungsi .

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan Lepal,
efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian komando dan pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara tercncana, terpadu  dan
menyeluruh;

¢. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
logistik dan peralatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 5

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran
kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

(2) Unsur Pengarah dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan; dan
¢. evaluasi dalam penyvelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Kepala Pelaksaua

Pasal 6

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBED dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas
Kepala BPBD sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan yang meliputi
pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 7

Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian,

b. pengkomandoan;
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¢. pelaksana; dan
d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam
maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan
fungsi koordinasi Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalul koordinasi
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal vang ada di
daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra
bencana dan pasca bencana.

Pasal 9

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan
fungsi Komando Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan
sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 10

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ merupakan
fungsi pelaksana Kepala Pelaksana BPBED dilaksanakan secara terkoordinasi
dan terintegrasi dengan Satuan Kefa Perangkat Daerah lainnya, dengan
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan, penanggulangan bencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 11

(1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyal tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan
pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta
kerjasama.

(2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) Sekretariat Unsur Pelaksana dalam rangka melaksanakan tugas
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan,
dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

b, pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan
peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan
kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah
tangga;

c¢. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masvarakat dan protokol;

d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah
penanggulangan bencana,

e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;

f. pengkoordinasian dalam penyvusunan laporan penanggulangan
bencana; dan

g. pelaksanaan tugas dinas lain vang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun diluar organisasi sesuai tugas dan fungsinya,
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Pasal 12

Sekretariat, terdiri atas ;
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

(1)

Pasal 13

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunvai tugas pengelolaan
urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi urusan
keuangan baik rutin maupun dana dekonsentrasi.

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(1)

(2)

(3

(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan dalam rangke melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a, pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup
BPBD;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran,
pembukuan dan perbendaharaan;

c. pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan serta melaksanakan
administrasi keuangan dan gaji;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian dan
keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinva.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu

Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan

di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta

pemberdayaan masvarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Pelaksana BPBD.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan rangka melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masvarakat;

b. pengkourdinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masvarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat .

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaar
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberd ayaan masvarakat; dan

e. pelaksanaantugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya
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Pasal 15

Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 16

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan
logistilc.

(2) Bidang Kedaruratan dan Logistik clipimpin oleh seorang Kepala Ridang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana
BPBD.

(3) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka melalaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

b. pengkoordinasian dan  peiaksanaan  kebijakan di hidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penangangan
pengungsi dan dukungan logistik;

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat;

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saal tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan

. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai fugsa dan fungsinya,

Pasal 17

Susunan Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 1B

(1) Bidang Rehahilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu
Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Pelaksana BPBD.

(3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi rangka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
pascabencana;
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b. pengkoordinasian dan  pelaksanaan  kebijakan di  bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana;

¢. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada
pascabencana;

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan

e. pelaksanaan tugas dinas lain yvang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasgal 19

Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedelapan
Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 20

(1) Satuan Pelaksana PenanggulanganBencana merupakan unsur pelaksana
teknis operasional BPFBD Kota Kendari.

(2) Satuan Pelaksana PenanggulanganBencana dipimpin oleh seorang Kepala
Unit yvang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana melalui Sekretaris.

(3) Satuan  Pelaksana  PenanggulanganBencana mempunyai tugas
melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan
BPBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

(4) Kepala Satuan Pelaksana PenanggulanganBencana diangkat oleh Walikota
atas usul Kepala Pelaksana.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungslonal

Pasal 21

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 19, terdiri dari sejurmnlah Aparatur
Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
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(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya.

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu
pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub
substansi.

(S) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok
sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Badan serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugas masing-
masing.

Pasal 25

{1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penvimpangan agar mengambil langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan secara berkala.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yvang secara
fungsional mempunayi hubungan kerja.

(6} Dalam melaksanakan tugsanya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh
kepala satuan organisasi di bawahnyva dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala
Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat
menunjuk Kepala Bidang untulk mewakili Kepala Badan.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat
dalam hingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BABV
PENGANGEKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN,
DAN ESELONISASI DALAM JABATAN

Pasal 28

(1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul
Sekretaris Daerah.

(2) Pejabat Eselon Il (Jabatan Administrator), Eselon IV (Jabatan Pengawas)
di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul
Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Pelaksana

(4) Kepala Pelaksana merupakan jabatan Eselon ITb atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

(5) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan
Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.

(6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Eselon IVa atau jabatan
pengawas.

(7) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.

(8) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor
34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari
Tahun 2011 Nomor 34), dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 20 TAHUN 2022
TANGGAL : 235 -\ - 2022
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